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Abstrak
 

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan

akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal

ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di

dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat

materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk

mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual

Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang

menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal

6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan

penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus

bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan

sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

......PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land

rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and

other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of

the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of

formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and

understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by

PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is

written legal norms.

 

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6

September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and

signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be

responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal

sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force
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and the deed of sale may be canceled.


